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Abstrak 

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen startegis negara yang menentukan arah, kualitas, dan pemerataan penyelenggaraan 

pendidikan nasionall. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ruang llingkup, komponen, karakteristik, serta implikasi 

kebijakan pendidikan di Indonesia melalui kajian konseptuall dan teoritis. Meskipun kajian kebijakan pendidikan telah banyak 

dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan analisis konseptuall dengan realitas implementasi dan 

evaluasi kebijakan secara komperehensif, sehingga penelitian ini secara eksplisit berkontribusi dengan menghaldirkan kerangka analisis 

integratif yang menghubungkan perlumusan kebijakan, dinamika implementasi di lapangan, dan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis 

bukti secara komprehensif, yang belum banyak dibahals dalam kajian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka 

dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap jurnall ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pengumpulan data 

dilakukan melalui penelusuran basis data jurnall daring, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis tematik melalui 

Tahapan identifikasi, klasifikalsi, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan konseptuall. Hasill penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan pendidikan di Indonesia dipahalmi sebagai rangkaian keputusan normatif dan operasionall yang mencakup tujuan, 

perencanaan, program, keputusan, dan dampak. Namun implementasinya masih menghaldapi berbagai tantangan struktural, seperti 

ketimpangan sumber daya, keterbatasan kapasotas institusional, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Sellain itu, 

evaluasi kebijakan cenderung berfokus pada indikator output dan belum mengukur outcome jangka panjang secara holistik. Penelitian 

ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan pendidikan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberllanjutan guna 

meningkatkan mutu dan keadilan pendidikan nasionall. 

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Implementasi, Evaluasi. 

Abstract 

Educational policy is a strategic instrument of the state thalt determines the direction, quality, and equity of the national education 

system. This study aims to analyze the concepts, scope, components, chalracteristics, and implications of educational policy in Indonesia 

through a conceptual and theoretical review. Although numerous studies on educational policy halve been conducted, there remlains a 

research gap in integrating conceptual analysis with the realities of policy implementation and evaluation in a comprehensive manner. 

Therefore, this study explicitly contributes by proposing an integrative analytical framework thalt systematically links policy 

formulation, field-level implementation dynamics, and evidence-based policy evaluation approaches, which halve not been extensively 

addressed in previous studies. This research employs a lliterature review method with a descriptive-analytical approach, drawing on 

scholarly journal articles, academic books, and relevant policy documents. Data were collected through systematic searches of online 

journal databases and subsequently analyzed using content analysis techniques and thematic synthesis. The analysis was conducted 

through several stages, including identification, classification, data reduction, interpretation, and the drawing of conceptual 

conclusions. The findings indicate thalt educational policy in Indonesia is understood as a series of normative and operational decisions 

encompassing objectives, planning, programs, decisions, and impacts. However, its implementation continues to face various structural 

challlenges, including resource disparities, limited institutional capacity, and weak coordination among stakeholders. In addition, policy 

evaluation tends to focus predominantly on output indicators and hals not yet holistically measured long-term outcomes. This study 

emphasilzes the importance of reformulating educational policies thalt are adaptive, evidence-based, and sustlainability-oriented in 

order to enhalnce the quality and equity of national education. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan nasionall karena berperan langsung dalam 

pembentukan kualitas sumber daya manusia dan keberllanjutan kesejahteraan sosiall. Namun efektivitasnya 

penyelenggaraan pendidikan tidak halnya ditentukan oleh praktik pembelajaran di ruang kelas, mellainkan 

sangat dipengaruhi oleh arah, konsistensi, dan kualitas kebijakan pendidikam yang dirumuskan dan 

diimplementasikan oleh pemerintah (Panoyo, 2024). Sejalan dengan hall tersebut, pendidikan menjadi faktor 

kunci dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, sebab akses terhadap pendidikan berkualitas terbukti 

mampu memutus rantai kemiskinan dan memperluas peluang sosiall ekonomi masyarakat (Rochman et al., 

2025). Dalam konteks Indonesia, kompleksitas kebijakan pendidikan semakin meningkat seiring dengan 

perubahan sosiall, politik, dan tata kelola pemerintahaln yang berlangsung dinamis dalam dua dekade terakhir. 

Komitmen negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tercermin dalam berbagai kerangka regulatif. 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tercermin dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat 

konstitusi. Hall ini dapat dilihalt pada Undang-Undang Dasar 1945 pasa 31 yang secara tegas mengatur halk 

setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam menyeenggarakan sistem 

pendidikan nasional. Ketentutan tersebut memungkinkan bahwa pendidikan merupakan urusan strategis yang 

harus dijamin oleh negara. Kebijakan yang tepat memungkinkan sistem pendidikan berjalan secara efektif, 

terarah, serta mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seuruh wiayah (Miftah, 2022). Namun pada 

tataran implementasi masih dijumpai berbagai persoalan struktural. Ketimpangan mutu pendidikan, serta 

variasi capaian hasill belajar menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berjaan efektif dan 

berkeadilan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan bukan halnya sekedar instrumen 

administratif, tetapi merupakan mekanisme strategis yang menentukan arah pemerataan, kualitas, dan 

keberlanjutan sistem pendidikan nasionall. 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektovitas kebijakan pendidikan sangat ditentukan 

oleh kesearasan antara perlumusan kebijakan, konteks loka, dan kapasitas implementasi di tingkat satuan 

pendidikan. Studi oleh (Rozak, 2021) menemukan bahwa desentraisasi pendidikan di Indonesia menghasilkan 

variasi implementasi kebijakan yang signifikan antar daerah, terutama dalam pengelolaan kurikuum dan 

pembiayaan pendidikan. temuan serupa diampaikan oleh (Miftah, 2022) yang menyatakan bahwa otonomi 

daerah belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kapasitas kebijakan di tingkat oka. Studi oleh (Amri, 

2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang muncu seperti konsistensi kebijakan dan 

kesinambungan antar periode pemerintahaln, ketidaksinkronan antara rumusan kebijakan dan 

implementasinya di tingkat satuan pendidikan, dan keterbatasan mekanisme evaluasi menjadi bukti yang 

menjembatani hasil penelitian dengan praktik kebijakan. 

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kebijakan pendidikan dari sudut pandang implementasi 

maupun evaluasi, sebagian besar masih bersifat parsial dan terfokus pada aspek tertentu, seperti kurikulum, 

pembiayaan, atau desentraisasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kajian konseptual dan teoritis 

yang integratif dengan menganalisis kebijakan pendidikan sebagai satu kesatuan sistem yang mencakup ruang 

llingkup, komponen karakteristik, serta implikasi strategisnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini 

menekankan keterkaitan antara dinamika kebijakan, perubahan struktur kewenangan, dan tantangan 

kontemporer pendidikan nasional. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat masih ditemukannya 

persoalan konsistensi kebijakan antar periode pemerintahaln, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan 

daerah, serta keterbatasan penggunaan hasil risest dalam proses perlumusan kebijakan pendidikan. Hasil 

penelitian ini juga memperkaya khalzanah keilmuan kebijakan pendidikan melalui pengembangan kerangka 

analisis integratif yang memadukan aspek konseptual, implementatif, dan evaluatif dalam satu kesatuan sistem 

kebijakan, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti sellanjutnya. Temuan penelitian ini juga 

dapat dimanfaatkan oleh pengelola satuan pendidikan dan pemangku kepentingan sebagai dasar untuk 
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memahalmi dinamika kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan di tingkat operasional, sekaigus 

sebagai bahaln refeksi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. 

Dengan demikian kajian teoritis ini sangat penting dilakukan guna memperkaya perspektif keilmuan 

dalam menganalisis dinamika kebijakan tersebut. Melalui kajian teoritis, dapat disusun perangkat analisis 

yang lebih komprehensif sehingga mampu menangkap kompeksitas persoaan pendidikan nasional, sekaigus 

menyediakan dasar pertimbangan yang kuat bagi penyusunan evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang 

berbasis bukti empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ruang lingkup, komponen, 

karakteristik, serta impikasi strategis kebijakan pendidikan khususnya yang ada di Indonesia. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan deslain analisis deskriptif analitis untuk 

mengkaji konsep, ruang lingkup, karakteristik, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Objek kajian terdiri atas sekitar 20 literatur yang meliputi artikel jurnal nasional, buku akademik, serta 

dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir dan relevan secara teoritis 

maupun empiris. Pemilihaln literatur dilakukan secara selektif berdasarkan repustasi sumber, kebaruan 

publikasi, dan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Pemilihaln subjek penelitian berupa literatur 

imiah karena penelitian ini bertujuan membangun pemahalman konseptual dan teoritis yang komperehensif 

mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia, sehingga sumber data yang paling relevan adalah hasil-hasil 

penelitian terdahulu, karya akademik, dan regulasi resmi pemerintah. literatur yang dikaji juga dibatasi pada 

publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memastikan keterbaruan analisis dan relevansi dengan dinamika 

kebijakan pendidikan kontemporer. Pengumpuan data dilakukan melalui peneusuran basis data jurnal daring, 

kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis tematik melalui Tahapan identifikasi, 

klasifikasi, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpuan konseptual. Pengumpulan data dilakukan secara 

sistematis seama periode tertentu melalui peneusuran basis data jurnal daring nasional, serta repositori 

dokumen kebijakan pemerintah. Analisis data dilakukan secara runtut melalui beberapa tahalp, yaitu 

identifikasi literatur yang relevan, kasisfikasi berdasarkan tema dan fokus kajian, reduksi data untuk 

menyeeksi informasi yang substansia, interpretasi temuan berdasarkan kerangka konseptual kebijakan 

pemerintah, dan penarikan kesimpuan konseptual melalui sintesis tematik. Kebasahaln data melalui trianguasi 

sumber dengan membandingkan berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris, sehingga diperoleh 

pemahalman yang komperehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan serta impikasinya bagi 

perumusan kebijakan berbasis bukti.  

HASIL DAN PEMBAHALSAN 

Hasil 

Definisi dan Ruang lingkup Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan merupakan terjemahaln dari kata policy” yang juga dapat ditemukan dalam bahalsa inggris, 

atin, Yunani, dan Sanskerta. Dalam bahalsa inggris, Policy  berarti kebijakan. Dalam Bahalsa atin :poiteia 

artinya tindakan yang ditentukan oleh pemerintah atau dalam istilah lain merupakan strategi yang dibuat, 

ditentukan, dan dilakukan oleh pemerintah, individu, kelompok, dan sebagainya. Dalam bahalsa Yunani, pois 

yang berarti negara-kota. Pur berarti kota dalam bahalsa sanskerta. Menurut Kamus Besar Bahalsa Indonesia 

kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpjnan, dan cara bertindak. Dalam hal ini dapat diterapkan pada pemerintahaln, 

organisasi, kelompok, maupun individu. Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang memungkinkan untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan merujuk pada keputusan pemerintah sebagai penyelenggara 

negara yang memiliki sifat umum yang ditujukan untuk masyarakat luas (Pratiwi et a., 2024). 
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Kebijakan pendidikan juga merupakan keputusan dan tindakan pubik yang dirancang untuk 

mengarahkan proses pendidikan menuju tujuan tertentu (Tawa, 1994). Kebijakan merupakan upaya untuk 

mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan fasilitas 

tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan (Dwi et a., 2024). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai 

politik, aturan, keputusan undang-undang, peraturan konvensi, kesepahaman serta rencana strategis lainnya 

(Rahmah et a., 1907). Adapun contoh kebijakan adalah : (1) Undang-undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) 

Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan lain sebaglainya. 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengeluarkan berbagai potensi yang meliputi karakter, 

pemikiran, kemauan, yang ada pada diri setiap orang untuk dapat dibimbing ke arah yang lebih baik. 

Pendidikan adalah usahal sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampian yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat (Rahman, 2022). 

Dari masing-masing pemaknaan menganai kata kebijakan dan pendidikan di atas, dapat ditarik 

kesimpuan bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan atau keputusan yang telah dibahals dan ditetapakan 

oleh pemerintah yang mengatur dan menjadi pedoman upaya-upaya mencerdaskan dan mengembangkan 

kehidupan masyarakat uas. (Carter V Good dalam Rozak, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan 

sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistam niai dan beberapa peniaian atas faktor-faktor yang 

bersifat situasiona, pertimbangan tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk pengoperasikan 

pendidikan yang sifatnya meembaga. Hal ini sejaan dengan Pendapat Disas yang dikutip oleh (Merentek et a., 

2023). yang menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan niai terhadap sistem niai dan faktor 

kebutuhan situasiona yang dioperasikan dalam suatu embaga sebagai rencana umum untuk memandu 

pengambilan keputusan agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dapat tercapai  

Dalam menetapkan kebijakan pendidikan, agar hasilnya dapat diterima dan dirasakan oleh setiap 

kalangan perlu adanya komponen kebijakan pendidikan. Ada lima komponen menurut Chalres O. Jones untuk 

mewujudkan sebuah kebijakan pendidikan. 

a. Goal (Tujuan) 

Tujuan merupakan komponen utama dalam membentuk sebuah kebijakan. Tujuan merupakan hasil yang 

ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sebuah kebijakan berawal dari sebuah tujuan yang ingin 

dicapai melalui kebijakan tersebut. Sehingga, tujuan  pendidikan harus disusun secara jelas, reaistis, dan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. 

b. Plan (Rencana)  

Rencana adalah Tahapan llanjutan setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Rencana berfungsi 

sebagai ide atau rancangan yang disusun untuk mewujudkan tujuan yang tekah ditetapkan sebelumnya, 

sehingga proses manajamen dan kebijakan pendidikan dapat berjaan lebih jelas serta jelas dama proses 

pelaksanaannya. 

c. Programme ( Program) 

Program adalah proses atau rangkaian kegiatan yang menjadi bentuk nyata dari rancangan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan program dalam kebijakan pendidikan dihalrapkan mampu 

menghaldirkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. 

d. Decision (Keputusan) 

Keputusan adalah hasil kesepakatan dari program yang telah dirancang sebelumnya. Proses pengambilan 

keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap berbagai alternatif yang disusun 

pada tahap program. Keputusan dalam kebijakan pendidikan sebaiknya bersifat rasiona agar dapat 

diterima dan tidak menimbukan penoakan dari pihak tertentu. 
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e. Effect (Dampak) 

Dampak adalah konsekuensi yang mungkin timbul ketika suatu kebijakan pendidikan diterapkan. 

pertimbangan terhadap dampak setelah pelaksanaan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam 

merumuskan kebijakan sellanjutnya. Adanya dampak yang muncul dari diaksanakannya sebuah 

kebijakan merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah 

bagaimana agar kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih 

besar daripada dampak negatifnya (Pratiwi et a., 2024). 

 

Karakteristik kebijakan pendidikan dapat menjadi sebuah acuan untuk membuat keputusan dalam 

menetapkan kebijakan pendidikan. Terdapat 6 karakteristik kebijakan pendidikan diantaranya : 

a. Memiliki tujuan pendidikan 

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan. Untuk dapat memberikan dampak dan 

kontribusi secara nyata bagi pendidikan, kebijakan tersebut harus mempunyai target yang jelas dan tepat 

sasaran. Selain itu agar pihak-pihak yang menjalankan kebijakan tersebut dapat memahami tujuannya. 

b. Memiliki aspek legal formal 

Kebijakan pendidikan wajib diimplementasikan dengan aman serta kondisi harus diciptakan agar 

kebijakan pendidikan dapat diakui secara sah oleh hukum dan diterapakan secara lokal. Sehingga, 

kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan syarat konstitusiona yang beraku di daerah agar sah dan 

resmi berlaku di daerah.  

c. Memiliki konsep operasional 

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman umum tentu memerukan niai operasional agar dapat 

diimplementasikan. Hal ini penting untuk memperjelas fungsi dalam mendukung pengambilan 

keputusan, arah kebijakan yang hendak dicapai, serta target pendidikan yang diinginkan.  

d. Dibuat oleh pihalk yang berwenang 

Kebijakan pendidikan harus disusun dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya agar tidak 

menimbukan kerugian bagi dunia pendidikan maupun dilingkungan uar pendidikan. Unsur minima yang 

teribat dalam kebijakan pendidikan mencakup pengelola embaga, pengelola pendidikan, serta poitisi yang 

berperan dalam bidang pendidikan.  

e. Dapat dievaluasi 

Kebiajakan pendidikan tentu tidak terepas dari reaitas yang meuncu setelahnya. Apabia kebijakan 

tersebut telah berjaan dengan baik, maka perlu dipertahalnkan atau dikembangkan lebih lanjut. Namun 

sebaliknya, jika terdapat kekeliruan, harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, pedoman pembentukan 

karakter dapat dilakukan melalui evaluasi yang sederhalna dan efisien.  

f. Memiliki sistematika 

Kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga memerlukan kejelasan sistem dalam setiap 

aspek yang diatur. Sistem tersebut harus dirancang secara efektif, efisien, dan berkelanjutan agar 

kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, maupun rapuh akibat adanya faktor yang 

hiang atau slaing bertentangan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan secara eksterna 

dengan kebijakan lain, seperti kebijakan politik, moneter, serta kebijakan di tingkat yang lebih tinggi 

ataupun lebih rendah (Rozak, 2021). 

 

Karakteristik kebijakan pendidikan yang telah tertulis di atas tidak halnya berfungsi sebagai kriteria 

normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin keberhasilan kebijakan pendidikan. 

kebijakan pendidikan yang memenuhi karakteristik tujuan yang jelas, egaitas forma, konsep operasional, aktor 

yang berwenang, evauabiitas, dan sistematika yang terintegrasi akan memiliki peuang lebih besar untuk 

diterima, diimplementasikan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Impikasi temuan ini 
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menegaskan pentingnya pendekatan komperehensif dalam perlumusan kebijakan pendidikan, di mana 

pembuat kebijakan pendidikan tidak halnya berfokus pada substansi kebijakan, tetapi juga pada kualitas 

proses perlumusan, implementasi, dan evaluasinya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat benar-

benar berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan pembangunan 

manusia berkelanjutan.  

Keberadaan kebijakan pendidikan sangat penting dalam menjalankan pengelolaan sistem pendidikan. 

Urgensi kebijakan pendidikan anatar lain : 

a. Kebijakan pendidikan sebagai dasar menjalankan proses pendidikan 

Kebijakan pendidikan  haldir sebagai sebuah dasar atau pedoman dalam menjalankan praktik pendidikan 

serta pengelolaanya. Tanpa adanya kepastian pedoman dalam menjalankan pendidikan, maka akan sulit 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

b. Kebijakan pendidikan sebagai penentu arah tujuan pendidikan  

Kebijakan pendidikan membantu para pihalk yang menjalankan tugas-tugas kependidikan. berbagai 

kebijakan yang telah disusun tentu terlebih duu dilakukan Analisa dan pertimbangan yang cukup untuk 

memberikan rambu-rambu dalam menjalankan sistem pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai dengan optimal.  

c. Memberikan kepastian hukum dalam menjalankan sistem pendidikan 

Adanya kebijakan pendidikan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang secara ega dan sah 

diakui konstitusi. Hal ini memberikan jaminan kepastian terhadap berbagai konsekuensi atas tindakan-

tindakan dalam menjalankan sistem pendidikan di suatu wiayah. 

d. Upaya menyelesaikan masalah pendidikan 

Dengan adanya kebijakan pendidikan disusun sebagai upaya menyelesaikan masalah pendidikan dan 

perbaikan masalah pendidikan yang terus dilakukan secara berkelanjutan (Pratiwi et a., 2024). 

 

Sebuah keputusan tidak dapat diambill dengan gegabah, karena keputusan yang telah diambil akan 

memiliki dampak terhadap setiap eemen yang berkaitan. Maka setiap keputusan harus diambil dengan penuh 

pertimbangan dan keakuratan agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut  Utami yang  

dikutip oleh (Halyati et a., 2021) bahwa pengambilan keputusan terdiri dari tiga Tahapan yaitu : 

1. Tahapan Penyeidikan 

Tahapan penyeidikan merupakan tahapan dalam menganalisis kondisi lingkungan yang berhubungan 

dengan keputusan yang diambil. Pada Tahapan ini data yang telah ditemukan masih bersifat mentah yang 

kemudian di oah dan diujikan agar mengetahui permasalahan yang dihaldapi.  

2. Tahapan Perancangan 

Tahapan perancangan ini adalah Tahapan yang melalui beberapa proses, yaitu proses pendaftaran, proses 

pengembangan, dan proses penganalisasian tindakan yang akan dilakukan. 

3. Tahapan Pemilihan 

Tahapan ini dilakukan dengan pemilihan dari tindakan dan beberapa tindakan yang ada. (Halyati et a., 

2021) 

 

Selain Tahapan pengambilan keputusan terdapat metode pengambilan keputusan/ kebijakan, yaitu : 

1. Rasional 

Menitikberatkan pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara logis dan terstruktur, dimana setiap 

alternatif ditelaah secara menyeluruh untuk menentukan solusi terbaik. Dalam bidang pendidikan, metode 

ini diwujudkan melalui : 
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a. Analisis mendalam : pemimpin pendidikan meakukan kajian komprehensif terhadap persoaan yang 

muncu dengan mengumpukan data relevan serta mempertimbangkan berbagai piihaln solusi sebelum 

menetapkan keputusan. 

b. Perencanaan strategis : penyusunan rencana jangka panjang yang berlandaskan data serta update 

pendidikan, guna mencapai tujuan embaga pendidikan. 

2. Terbatas 

Konsep rasionalitas terbatas (Bounded Rationaity) yang dikemukakan oleh Herbert Simon menjelaskan 

bahwa keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif memengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Dalam dunia pendidikan, hal ini tampak pada : 

a. Keputusan yang memadai : ketika pemimpin pendidikan tidak selalu mencari solusi paling optimal, 

melainkan memiih alternatif yang cukup ayak dan praktis sesuai dengan kondisi dan keterbatasan 

sumber daya. 

b. Adaptasi dengan keterbatasan : kesadaran akan keterbatasan informasi maupun sumber daya sehingga 

keputusan dibuat berdasarkan data yang tersedia dan dapat dipercaya.  

3. Intuisi 

Pengambilan keputusan berbasis intuisi didasarkan pada pengaaman, perasaan, serta pengetahuan impisit. 

Dalam bidang pendidikan, penerapannya dapat berupa : 

a. Pengaaman praktis : guru atau kepaa sekolah memanfaatkan pengaaman sebelumnya untuk mengambi 

keputusan cepat dalam kondisi mendesak, misanya saat menangani konfik antar siswa. 

b. Kepekaan terhadap situasi : mengandakan intisi untuk memahalmi dinamika keas atau kebutuhan 

siswa tanpa melalui analisis forma yang Panjang (Sari et a., 2024). 

 

Implementasi dan Tantangan Kebijakan Pendidikan 

Beragam penelitian empiris di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara perumusan 

kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah dan reaitas pelaksanaan di apangan. Sebagai contoh, implementasi 

kebijakan pendidikan periode 2015-2024 menemukan sejumah kelemahan struktural dan operasional yang 

meliputi kurangnya sumber daya manusia (guru dan tenaga pendidik), disparitas pendanaan dan fasilitas fisik 

antar sekolah, emahnya koordinasi tata keoa, serta minimnya penyesuaian kebijakan terhadap oka di banyak 

daerah (Nabia & Abidin, 2025; Rahmi et a., 2025). 

Secara khusus, implementasi kebijakan baru seperti Kurikuum Merdeka di sekolah di daerah pedesaan 

atau terpenci sering menemui halmbatan serius. Dalam penelitian di sebuah sekolah menengah di pedesaan 

yang menerapkan Kurikuum Merdeka, guru meaporkan tantangn besar dalam menerapkan Pembelajaran 

Berdiferensiasi, sebab keterbatasan dukungan institusiona dan kapasitas guru membuat praktik idea sulit 

diwujudkan (Beadinna & Fauziati, 2023). lebih jauh ketimpangan struktur seperti distribusi guru yang tidak 

merata, kekurangan tenaga profesiona, serta disparitas fasilitas fisik dan finansia memperparah kesenjangan 

kualitas pendidikan antar daerah (Muchtar et a., 2025). Akibatnya meskipun kebijakan nasional menetapkan 

standar atau kerangka kurikuum yang seragam, dalam praktik banyak sekolah agga mencapai implementasi 

yang konsisten, terutama dalam hal kualitas pengajaran, ketersediaan materi pembelajaran, dan ayanan 

pendidikan yang ayak (Nadzifa et a., 2025). 

Situasi ini meningkatkan kebutuhan mendesak akan mekanisme transfer pengetahuan, pelatihan 

profesional bagi guru dan tenaga pendidik, serta sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang responsif. 

Tanpa angkah-angkah tersebut, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di sekolah akan terus berlangsung 

membatasi efektivitas kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam pemerataan dan kualitas pendidikan.  
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Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Dalam banyak kasus kebijakan pendidikan di Indonesia, evaluasi terhadap program atau kebijakan yang 

diterapkan seringkai halnya terbatas pada pengukuran aspek output  misanya jumah peserta didik yang 

mengikuti pendidikan, tingkat partisipasi sekolah, atau angka lulusan siswa. Namun pengukuran semata 

terhadap indikator-indikator tersebut tidak cukup untuk menjelaskan seberapa jauh kebijakan tersebut benar-

benar memberikan perubahan signifikan dalam kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kritik terhadap 

pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya tidak halnya pada keuaran 

kuantitatif awal, tetapi juga pada outcome jangka panjang seperti kemampuan siswa mengausai kompetensi 

abad-21, akses dan kesetaraan pendidikan, kesesuaian kurikuum dengan kebutuhan komunitas, serta dampak 

sosial terhadap pemerataan pendidikan (Kunandar, 2011). 

lebih jauh, evaluasi yang halnya berfokus pada output tanpa menelaah outcome potensia beresiko 

menghasilkan gambaran keberhasilan yang semu. Evaluasi yang mendalam terhadap outcome menjadi krusia 

untuk menilai efekktivitas kebijakan secara nyata (Kunandar, 2011). Di samping itu adanya hubungan yang 

lebih kuat antara penelitian akademik dan proses pembuatan kebijakan. Data empiris yang dihasilkan oleh 

penelitian baik kuantitatif maupun kuaitatif harus menajdi bagian integra dalam proses evaluasi dan 

perlumusan uang kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berbasis bukti, tidak halnya berdasarkan 

asumsi atau pertimbangan poitis semata. Evaluasi yang sistematis dan akurat akan memberikan umpan baik 

kepada pembuat kebijakan mengenai aspek mana yang berhasil, mana yang perlu direvisi, dan bagaimana 

adaptasi kebijakan daoat dilakukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan di apangan (Kementrian 

Pendidikan Dasar dan Menengah, n.d. 2025). 

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, sangat 

diperlukan mode evaluasi kebijakan yang hoistik mencakup output dan outcome, kuantitatif dan kuaitatif, 

serta kuatnya konektivitas antara riset akademik dan proses kebijakan. 

Impikasi Konseptual bagi Perlumusan Kebijakan di Indonesia 

Terdapat sejumah implikasi strategis yang perlu diperhatikan agar proses perumusan maupun 

pelaksanaan kebijakan pendidikan lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Diperlukan 

perancangan kebijakan bersifat adaptif terhadap kondisi oka dan mempertimbangkan dinamika sosial kutura 

setiap wiayah. Pendekatan kontigensi tersebut penting mengingat variasi karakteristik daerah, sumber daya 

sekolah, serta kebutuhan peserta didik dapat berbeda secara signifikan antar provinsi maupun antar kabupaten, 

sehingga implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan dengan satu poa baku yang seragam bagi semua 

konteks pendidikan di Indonesia. 

Kemudian, penguatan kapasitas evaluasi kebijakan pendidikan menjadi urgensi tersendiri untuk 

memastikam proses perancanaan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan dapat diniai secara menyeluruh. 

Pendekatan evaluatif ini bukan halnya meniai keberhasilan dari sisi produk akhir, tetapi juga mengamati 

faktor konteks, kesiapan, instrumen pendukung, serta dinamika proses pelaksanaan. Dengan demikian, 

peniaian kebijakan tidak sekedar berfokus pada output statistik, melainkan juga pada outcome jangka panjang 

seperti kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan mutu sumber daya manusia.  

Selain itu, hubungan antara komunitas akademik dan pembuat kebijakan perlu diperkuat melalui sauran 

komunikasi imiah, forum konsutasi kebijakan, serta pemanfaatan sistem evidence-based policy yang lebih 

terstruktur. Seama ini belum terdapat mekanisme yang kuat dan sistematik untuk memastikan bahwa bukti 

imiah benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga berbagai kebijakan 

sering kai ahlir cepat daripada kajian akademik yang mendasarinya.  

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan keberlanjutan 

arah kebijakan lintas periode pemerintahan. Fragmentasi kebijakan akibat pergantian kepemimpinan baik 

ditingkat pusat maupun daerah berpotensi menghasilkan inkonsistensi program, perubahan prioritas 

pembelajaran, hingga emahnya politik jangka panjang serta investasi pada kapasitas kelembagaan agar 
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rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kualitas 

pendidikan nasional (Dahyanti et a., 2025).  

Impikasi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, pertama kebijakan pendidikan perlu dirumuskan 

secara partisipatif dengan meibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tujuan dan rencana yang disusun 

sesuai dengan kebutuhan kontekstua masyarakat. Kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan harus 

diandasi oleh bukti empiris dan analisis komperehensif untuk mengurangi resiko kegagaan implementasi. 

Ketiga, evaluasi terhadap dampak kebijakan harus menjadi prosedur rutin untuk memetakan efek yang 

dihasilkan serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, 

kebijakan pendidikan akan lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan pendidikan nasional 

secara holistik.  

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indoensia masih menghaldapi tantangan 

struktura yang serupa dengan penelitian terdahulu milik (Rozak, 2021) dan (Amri, 2021) yang menegaskan 

bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perlumusan kebijakan dan 

kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan 

kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat sistemik dan beruang, terutaman terkait keterbatasan sumber daya, 

kesiapan institusional, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa perbaikan kebijakan tidak cukup dilakukan pada tataran normatif, tetapi harus 

menyeluruh aspek operasional secara konkret. 

Di sisi lain, hasil penelitian ini memperkuat temuan (Miftah, 2022) dan (Nabia & Abidin, 2025) yang 

menyatakan bahwa desentraisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas 

kebijakan di tingkat oka. Persamaan temuan ini dapat dijelaskan oleh masih adanya kesenjangan antara 

kebijakan pusat dan kondisi daerah, baik dari segi sumber daya manusia, pendanaan, maupun kesiapan 

kelembagaan. Namun demikian, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan menempatkan persoaan 

tersebut dalam kerangka kebijakan pendidikan sebagai satu sikus utuh, muai dari perlumusan hingga evaluasi. 

Selain aspek implementasi, penelitian ini juga menemukan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan di 

Indonesia cenderung masih berfokus pada output, seperti angka partisipasi dan keuusan, dan belum mengukur 

outcome jangka panjang secara komperehensif. Temuan ini sejaan dengan (Rahmi et a., 2025) yang 

mengkritik praktik evaluasi kebijakan pendidikan yang bersifat administratif dan kurang berbasis dampak 

substantif. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa paradigma evaluasi kebijakan pendidikan masih 

didominasi oleh pendekatan kuantitatif jangka pendek, sehingga belum mampu menangkap perubahan 

kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan kapasitas peserta didik secara berkelanjutan. 

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan sejumah studi sebelumnya yang bersifat 

sektora, seperti penelitian yang halnya berfokus pada impeementasi kurikuum atau kebijakan pendidikan 

inkusif (Beadinna & Fauziati, 2023; Muchtar et a., 2025). Perbedaan ini muncu, karena penelitian-penelitian 

tersebut menitikberatkan pada konteks tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji kebijakan pendidikan pada 

eve konseptual dan sistemik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menunjukkan keterkaitan 

antara deslain kebijakan, dinamika implementasi, dan keemahaln evaluasi secara lebih komprehensif dalam 

konteks kebijakan pendidikan nasional.  

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga menguatkan pandangan bahwa emahnya integrasi antara riset 

akademik dan proses perlumusan kebijakan menjadi saah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas 

kebijakan pendidikan. hal ini sejaan dengan (Dahyanti et a., 2025) yang menegaskan inkonsistensi kebijakan 

antarperiode pemerintahaln serta minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan 

berdampak pada keberlanjutan kebijakan pendidikan. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pendidikan di Indonesia masih lebih bersifat reaktif daripada berbasis bukti empiris yang kuat.  
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Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi analitis dengan mengintegrasikan dimensi 

konspetua, implementatif, dan evaluatif dalam satu kerangka kebijakan pendidikan yang utuh. Perbedaan 

pendekatan iniah yang memungkinkan penelitian ini tidak halnya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi 

juga menjelaskan aasan struktura dan sistemik mengapa kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya 

efektif dan berkeadian. Integrasi tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan 

yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan sistem pendidikan nasional. 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan 

mendasar pada aspek implementasi dan evaluasi, meskipun secara konseptual telah dirumuskan dengan tujuan 

dan kerangka normatif yang jelas. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang konsistensi antara 

perumusan kebijakan, kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan, serta praktik evaluasi yang masih 

beroirentasi pada output administratif dan belum mengukur outcome jangka panjang secara komperehensif. 

Kebaruan peneutian ini teretak pada pendekatan analisis integratif yang memosisikan kebijakan pendidikan 

sebagai saah satu sikus kebijakan yang utuh, dengan menautkan dimensi konseptual, implementatif, dan 

evaluatif dalam satu kerangka analisis sistemik. Impikasi utama penelitian ini untuk menegaskan pentingnya 

penguatan kebijakan pendidikan berbasis bukti, peningkatan kapasistas implementasi di tingkat oka, serta 

pengembangan mode evaluasi kebijakan yang hoistik dan berkelanjutan agar kebijakan pendidikan benar-

benar mampu mengingkatkan mutu dan keadian pendidikan nasional. 
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